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Abstrak
Terdapat kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam sebuah PKWT dan apabila tidak menggunakan Bahasa Indonesia, maka harus dianggap sebagai PKWTT hal ini sesuai Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada sisi lain, terdapat pula pengaturan tentang pekerja asing yang tidak dimungkinkan menjadi pekerja tetap (PKWTT) sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdapat kasus di mana ada PKWT yang tidak berbahasa Indonesia dan pada saat yang sama pihak pekerjanya adalah pekerja asing. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah seperti kasus pada putusan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 595 K/PDT.SUS/2010 yaitu antara PT.Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan pekerja asing Kurt Eugene Krieger. Hubungan kerja antara PT.AKT dan pekerja asing adalah menggunakan PKWT yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Pada saat PHK dilakukan, Kurt Eugene Krieger mendalilkan bahwa PKWT yang dibuat berubah menjadi PKWTT.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PKWT yang hanya menggunakan Bahasa asing antara PT.AKT dengan pekerja asing dapat menjadi PKWTT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui upaya hukum secara non litigasi maupun secara litigasi yang dapat dilakukan oleh pekerja asing dengan kategori PKWT yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia setelah di-PHK oleh PT.AKT. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis. Teknik analisa bahan hukumnya menggunakan cara preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKWT yang dibuat dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia tidak bisa berubah menjadi PKWTT, hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan asas perjanjian, pekerja asing melanggar asas itikad baik dengan tujuan untuk memperoleh kompensasi yang lebih banyak akibat berakhirya hubungan kerja. Dalam putusan MA tersebut, apabila PKWT pekerja asing dapat diubah menjadi PKWTT, maka bertentangan dengan tujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mendidik serta melindungi bagi tenaga kerja WNI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pekerja asing dapat memperjuangkan haknya melalui upaya hukum secara non litigasi maupun secara litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI serta dapat dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
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Abstract
There is an obligation to use Indonesian language in a work agreement for a specified time (PKWT) and if it does not use Indonesian language, then it should be considered as work agreement for an unspecified time (PKWTT) this is in accordance with Article 57 subsection (1) and (2) Labour Law. On the other hand, there are also regulations about foreign worker which state that it is impossible for the foreign worker to be a permanent employee based on article 42 subsection (4) Labour Law. There is a case where the language in PKWT is foreign language and at the same time the worker is foreign worker. One example of such case is shown in Supreme Court’s verdict Number 595 K/PDT.SUS/2010 i.e. case between PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) versus Kurt Eugene Krieger (foreign worker). The work agreement between PT.AKT and foreign worker uses PKWT which doesn’t use Indonesian language. At the moment of termination of employment, Kurt Eugene Krieger argues that  the PKWT  ​​must be considered as PKWTT.
The purposes of this study are to determine whether PKWT that only use foreign language ​between PT.AKT and foreign worker can be PKWTT according to laws and regulations applicable in Indonesia. The second purpose is to determine the legal effort in litigation and non-litigation area which can be done by foreign worker who is categorized as PKWT after being terminated by PT.AKT. This is a normative research, while the approach used is statute, and the analytical approaches. The analyzing technique of this legal research uses prescriptive method.
Research results showed that PKWT which does not use Indonesian language could not be cosidered as PKWTT, this is in accordance with article 42 subsection (4) of law Number 13 year 2003 concerning Labour. Based on the principle of the agreement, the foreign worker violates the principle of good faith in order to obtain more compensation due to the termination of working relationship. In the Supreme Court decision, if PKWT foreign worker can considered into PKWTT, it is contrary to the goal of expanding the employment, educating and protecting the citizen labour force as mandated by the 1945 Constitution in Article 27 subsection (2). Foreign worker can struggle for their rights through legal actions in non-litigation and litigation area which set forth in Law Number 2 year 2004 concerning PPHI, also may be possible to undertake judicial review effort, which is regulated in Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court.







Pembangunan nasional adalah semua kegiatan untuk tercapainya pembaharuan ke arah yang lebih baik, dan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, pekerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di berbagai bidang usaha yang diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap pekerja. Hal ini berlaku pada semua bidang kerja dan bersifat menyeluruh pada semua sektor.
Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan), yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah: “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini berbeda dengan definisi tenaga kerja dalam Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan yaitu “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (baik perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut sebagai pekerja atau buruh bila ia melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak berada di dalam hubungan kerja seperti misalnya tukang semir sepatu atau tukang potong rambut, bukan merupakan pekerja atau buruh.
Pada dasarnya terdapat dua masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu masalah kesempatan kerja dan masalah kualitas pekerja. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi mengakibatkan jumlah angkatan kerja setiap Tahunnya semakin meningkat, sedangkan kesempatan kerja yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan kerja sesuai dengan jumlah pencari kerja yang ada. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Apalagi sekarang ini ditambah dengan banyaknya jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaan tempatnya bekerja.
Adanya masalah kekurangan kesempatan kerja ini membuat banyak terjadi pengangguran di Indonesia. Selain itu ditinjau dari segi mutu pekerjanya, pekerja Indonesia dapat dikatakan belum mempunyai keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Keunggulan kompetitif yang dimaksud di sini adalah keunggulan dalam hal penguasaan teknologi. Padahal di tengah kemajuan dunia yang sangat pesat sekarang ini pekerja dituntut lebih menguasai teknologi. Dengan adanya masalah seperti ini membuat Bangsa Indonesia kadang-kadang masih belum dapat memenuhi sendiri kebutuhan pekerja yang menguasai teknologi, padahal ditinjau dari segi kuantitas, Indonesia mempunyai banyak pekerja. Pada dasarnya jumlah angkatan kerja yang ada pada suatu negara dapat menjadi modal dasar pembangunan yang efektif jika dibina dan dikerahkan sebagai pekerja yang produktif. Sehubungan dengan banyaknya pekerja Indonesia yang tidak atau kurang memiliki keahlian, keterampilan dan kemampuan menguasai teknologi, maka banyak perusahaan di Indonesia yang terpaksa menggunakan pekerja asing.
Pengertian orang asing sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “orang asing adalah tiap orang bukan warga Negara Republik Indonesia”.  Jadi menurut rumusan diatas dan pengertian pekerja, maka pekerja asing adalah tiap orang yang bukan warga Negara Indonesia yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain di wilayah Indonesia. Pekerja asing didatangkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia karena pekerja asing memiliki kualitas yang lebih baik dari pekerja dari Indonesia.
Selain karena kekurangmampuan dalam menyediakan pekerja yang berkualitas, faktor lain yang menyebabkan perusahaan-perusahaan Indonesia mempekerjakan pekerja asing antara lain meningkatnya hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dan adanya kepercayaan dari pemilik modal asing untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, serta adanya atau diUndangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memungkinkan banyaknya perusahaan modal asing yang membuka perusahaan-perusahaannya di tanah air kita, baik yang 100% bermodalkan asing (direct investation), ataupun Joint venture/Joint Enterprise. Biasanya para pemilik modal asing ini selain menanamkan modalnya juga menyertakan pekerjanya. Dalam hal ini bagi pekerja asli Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan kedatangan pekerja asing itu untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak- banyaknya dan mengalihkan teknologi yang mereka kuasai, sehingga dalam jangka panjang ketergantungan terhadap penggunaan pekerja asing sedikit demi sedikit dapat dikurangi dan akhirnya Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pekerja yang berkualitas dari dalam negeri.
Pekerja asing dapat bekerja di Indonesia jika diperlukan oleh perusahaan di Indonesia atau tidak ada pekerja dari warga Negara Indonesia yang dapat mengisi suatu jabatan tertentu, hal itu juga harus dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan aturan-aturan yang ada seperti untuk jabatan tertentu dan waktu yang terbatas. Banyak sekali permasalahan yang harus diialami pekerja asing baik ketika akan bekerja atau setelah melakukan kontrak kerja dengan perusahaan di Indonesia. Permasalahan tersebut dikarenakan banyaknya aturan-aturan yang mengatur pekerja asing untuk bekerja di Indonesia, baik dimulai dari untuk mendapatkan izin kerja yang terlalu berbelit-belit, syarat dan prosedur untuk bekerja sampai batasan-batasan pekerja asing untuk bekerja di Indonesia. Seperti halnya dalam membuat kontrak atau perjanjian kerja dengan pekerja asing, Ada kasus dimana pengusaha membuat perjanjian kerja bukan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi perusahaan yang ada di Indonesia dalam penggunaan pekerja asing. Seperti perkara dengan Nomor perkara 595 K/PDT.SUS/2010 yang diputus oleh Mahkamah Agung yang di pengadilan tingkat pertama, perkara tersebut telah diputus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 24/PHI.G/2010/PHI.PN.JKT.PST. yang dimana salah satu perusahaan di Indonesia menggunakan pekerja asing untuk diperkerjakan di perusahaannya. Dalam perkara tersebut Agreement of Employment (Perjanjian Kerja) yang dibuat diantara kedua belah pihak hanya menggunakan Bahasa asing atau bukan Bahasa Indonesia. Dalam perkara tersebut, pekerja asing yang telah diputus hubungan kerjanya oleh pihak perusahaan menggugat perusahaan di pengadilan bahwa, perjanjian kerja yang bentuknya berupa perjanjian waktu tertentu (untuk selanjutnya disebut PKWT) yang dibuat hanya dalam Bahasa asing diantara kedua belah pihak dapat berubah perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (untuk selanjutnya disebut PKWTT) dengan tujuan pihak perusahaan memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diterima. Menurut UU Ketenagakerjaan, yang berhak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah hanya perjanjian yang bentuknya PKWTT yang dibuat diantara pekerja dan pengusaha.
 “Setiap Perusahaan yang didirikan di Indonesia apakah itu perusahaan asing, joint venture atau joint enterprise yang memperdayagunakan tenaga-tenaga pekerja asing harus berbadan hukum Indonesia dan tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia.” Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu, akan tetapi perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin. Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis atau tidak menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Hal ini juga dijelaskan di dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan PKWT (yang selanjutnya disebut Kepmen PKWT), bahwa “PKWT yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja”. Pada sisi lain pengaturan tentang pekerja asing dijelaskan bahwa pekerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam jabatan tertentu dan waktu tertentu. Permasalahan muncul pada saat ada sebuah perusahaan di Indonesia yang membuat perjanjian kerja hanya menggunakan Bahasa asing dengan seorang pekerja asing. Menurut Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan dan dijelaskan juga dalam Pasal 15 ayat (1) Kepmen PKWT, pekerja asing tersebut kategorinya menjadi pekerja dengan status PKWTT, sedangkan apabila menurut Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, maka pekerja asing tersebut tidak bisa menjadi pekerja dengan status tetap (kategori PKWTT) karena statusnya adalah orang asing.
Contoh riil dari masalah diatas adalah seperti yang dijelaskan pada perkara dengan Nomor perkara 595 K/PDT.SUS/2010 yang diputus oleh MA. Permasalahan ini mengakibatkan adanya perbedaan dalam membuat putusan pengadilan antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut MA). Pada perkara yang mengadili antara PT.Asmin Koalindo Tuhup dan Kurt Eugene Krieger warga negara asing asal Amerika tersebut, pada pengadilan tingkat pertama telah memutuskan bahwa PKWT yang hanya menggunakan Bahasa asing tersebut dapat berubah menjadi PKWTT. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diputus oleh pengadilan tingkat tinggi pada MA, bahwa PKWT yang dibuat tersebut tidak bisa berubah menjadi PKWTT terkait dengan pekerja asing. Ini merupakan suatu permasalahan, karena ada perbedaan pendapat diantara kedua pengadilan dalam membuat putusan ini terkait penggunaan tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia. Dengan adanya permasalahan tersebut dan permasalahan lainnya yang harus dihadapi pekerja asing di Indonesia, sehingga tertarik untuk diadakan suatu penelitian analisis yuridis yang disusun dalam bentuk skripsi berjudul ”Problematik yuridis perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja asing dengan perusahaan di Indonesia yang hanya menggunakan Bahasa asing” yang ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana bentuk penyelesaian permasalahan perjanjian kerja waktu tertentu yang hanya menggunakan Bahasa asing yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak pekerja asing serta permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh pekerja asing baik ketika akan atau selama bekerja di Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu diperhatikan adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan analisis yaitu melakukan analisis terhadap bahan hukum, yang bertujuan mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.
Bahan hukum yang digunakan untuk melakukan analisis adalah:
1.	Bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan ;
2.	Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh media peneliti yaitu kepustakaan, karya ilmiah para sarjana maupun dari media internet yang menunjang dan berkaitan dengan materi yang dibahas.
3.	Bahan non hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu kamus, buku-buku non hukum yang menunjang dan berkaitan dengan materi yang dibahas.
Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Tugas seorang pekerja adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pihak pekerja dan pemberi kerja. Dengan begitu pekerja akan menerima hak-haknya yaitu menerima upah atau imbalan kerja dari pemberi kerja sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Banyak permasalahan yang muncul mengenai perjanjian kerja karena pihak pemberi kerja dan pekerja tidak memperhatikan aturan-aturannya terlebih dulu, terutama pihak pekerja yang diberi pekerjaan adalah warga Negara asing atau pekerja asing.
Penulis mengambil contoh permasalahan yang terjadi antara pihak pekerja asing dan pemberi kerja seperti pada perkara dengan Nomor perkara 595 K/PDT.SUS/2010 yang diputus oleh MA. Dalam perkara yang telah diputus oleh MA tersebut muncul permasalahan antara pihak pemberi kerja yaitu PT. ASMIN KOALINDO TUHUP (selanjutnya disebut PT AKT) diwakili oleh Hardianto, selaku Direktur Perseroan berkedudukan di Menara Danamon lantai 15 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E. IV/No.6, Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta dengan pekerja asing yaitu KURT EUGENE KRIEGER, Warga Negara Amerika (selanjutnya disebut pihak pekerja), pemegang paspor Amerika No.790949012, untuk sementara bertempat tinggal Jalan Pejaten Barat Indah II No 7b, Jakarta Selatan. 
Kronologis kasusnya adalah kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja pada tanggal 19 September 2008, akan tetapi Perjanjian Kerja mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2008, untuk masa kerja 2 (dua) Tahun (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ). Dalam perjanjian kerja tersebut telah disepakati beberapa hal, diantaranya adalah ;
a.	Gaji pokok sebesar USD 120.000 (seratus Duapuluhribu USD) per Tahun atau USD 10.000 (sepuluh ribu USD)perbulannya, yang akan dibayarkan pada setiap atau sebelum hari kerja terakhir setiap bulannya;
b.	Bonus penyelesaian sebesar 20% dari gaji pokok, yang dibayarkan pada saat penyelesaian 12 (dua belas) bulan masa kerja yang memuaskan, sebesar USD 24.000 (dua puluh empat ribu USD);
c.	Bonus kinerja yang akan diberikan pada akhir masa kontrak, sebesar 10% tergantung dari penilaian kinerja karyawan dan keadaan keuangan Perusahaan;
d.	Kedudukan pekerja adalah sebagai manager pertambangan;
Selama pihak pekerja bekerja pada PT.AKT, pihak pekerja tidak pernah menerima surat teguran maupun surat peringatan menyangkut kinerjanya selama bekerja di PT.AKT. Pada tanggal 1 Juni 2009, PT.AKT memberitahukan kepada pekerja secara lisan, bahwa masa kerja Pekerja pada PT.AKT akan segera diakhiri, tanpa menyebutkan alasan yang jelas. Pada tanggal 3 Juni 2009, pihak PT.AKT mengirimkan surat pemberitahuan tentang pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang menyebutkan bahwa masa kerja pekerja akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2009, yang berarti bahwa hubungan kerja diakhiri secara sepihak oleh PT AKT sebelum masa kerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja berakhir. Sesuai dengan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, “pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”
Terkait dengan adanya pemutusan hubungan kerja oleh pihak PT AKT, maka pihak pekerja berhak atas ganti rugi seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 62 UU Ketenagakerjaan. Biaya ganti rugi menurut gugatan dari pihak pekerja tersebut berupa : Pembayaran gaji dari sisa masa kerja yang ada, yaitu 14 bulan, sebesar USD 140,000 (seratus empat puluh ribu USD); Bonus sebesar 20% dari gaji Tahunan, yakni sebesar USD 24,000 (dua puluh empat ribu USD), sebagaimana disebutkan dalam Offer of Employment, karena selama masa kerjanya pihak pekerja menunjukkan kerja yang baik dan tidak pernah mendapatkan peringatan ataupun teguran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, mengenai kinerjanya; biaya kepulangan (repatriasi) untuk pihak pekerja, istri beserta 1 orang anak ke daerah asalnya (Point of Hire) yakni Texas, USA, kurang lebih sebesar USD 4.500 (empat ribu lima ratus USD). Akibat dari PHK yang dilakukan secara sepihak oleh pihak PT AKT, ternyata PT AKT sama sekali tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun terhadap pihak pekerja.
Pada tanggal 31 Agustus 2009, pihak pekerja telah mengirim surat kepada PT AKT, yang pada intinya meminta penyelesaian pembayaran hak kompensasi pekerja secara musyawarah. Surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari PT AKT sehingga pihak pekerja berkesimpulan bahwa PT AKT telah menolak penyelesaian dengan cara musyawarah. Dengan perlakuan PT AKT yang dianggap merugikan pihak pekerja, pada tanggal l4 September 2009, pihak pekerja mengajukan permohonan Pencatatan Perkara perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Selama dilakukan pemeriksaan, ternyata diperoleh fakta bahwa Offer of Employment, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 19 September 2009, tidak menggunakan Bahasa Indonesia dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Mengingat bahwa PKWT berubah menjadi PKWTT, maka kepada pihak pekerja diberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4) UU Ketenagakerjaan, sehingga tuntutan pihak pekerja yang disebut penggugat dalam perkara ini atas sisa kontrak kerja tidak dapat dipertimbangkan.
Pada tanggal 17 November 2009, telah disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta kepada pihak pekerja atau penggugat, surat Anjuran No.16/ANJ/D/XI/2009 tertanggal l6 November 2009, yang amar anjurannya agar PT. AKT memberikan uang pesangon sebesar 2 sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan serta hak lainnya kepada pihak pekerjayang total seluruhnya sebesar Total USD 43.000 dengan rincian sebagai berikut :
-	Uang Pesangon 2 kali Pasal 156 ayat 2 (masa kerja 8 bulan = 1 Tahun) 1 X2 X USD 10.000 = USD 20.000 
-	Uang Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15% x USD 20.000 = USD 3.000
-	Gaji / upah bulan Agustus dan September 2009 2 x USD 10.000 = USD 20.000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta telah mengirim surat anjuran tersebut kepada kedua belah pihak, akan tetapi pihak PT AKT tetap saja tidak menanggapi surat anjuran tersebut. Dengan tidak ditanggapinya surat anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta tersebut, maka pihak pekerja mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam proses di PHI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selain memberikan gugatan kepada PT. AKT sesuai surat anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta, pihak pekerja juga memberikan gugatan tambahan yaitu berupa gaji / upah Penggugat sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan gaji bulan Februari 2010 (saat Gugatan didaftarkan ), sejumlah 5 bulan x USD 10.000 yaitu sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu USD).Dalam memutuskan putusan perkaranya, PHI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 24/PHI.G/2010/PHI.PN.JKT.PST.tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :
1.	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2.	Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3.	Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, yaitu hak- hak Penggugat yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang terdiri dari uang pesangon, uang penggantian hak atas perumahan serta pengobatan dan perawatan, biaya kepulangan Penggugat beserta istri dan satu orang anaknya ke Texas, USA, serta gaji bulan Agustus 2009 dan September 2009, yang keseluruhanya berjumlah sebesar USD 47.500 (Empat puluh tujuh ribu lima ratus USD);
4.	Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5.	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhanya berjumlah sebesar Rp.247.000, - (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ) ;
Pihak PT. AKT telah meminta permohonan kasasi setelah putusan PHI pada PN Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui kuasanya dengan surat kuasa, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.51 /Srt.KAS/PHI/2010 /PN.JKT.PST. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
-	Bahwa menolak memberikan uang pesangon, uang penggantian hak atas perumahan serta pengobatan dan perawatan, karena PKWT yang diberlakukan untuk pekerja asing tidak dapat berubah status menjadi PKWTT.
-	Bahwa karena Termohon Kasasi /Penggugat di dalam petitum gugatanya hanya memohon supaya ditetapkan bagi pesangon dan Uang Penggantian Hak maka secara hukum kompensasi berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak pula dapat dipertimbangkan.
Mahkamah Agung telah memutuskan putusan dengan Nomor perkara 595 K/PDT.SUS/2010 pada tanggal 19 Juli 2010 sebagai berikut :
1.	Mengabulkan gugatan Penggugat /Pekerja dari Pemohon Kasasi untuk sebagian ;
2.	Menghukum Tergugat /Pengusaha membayar hak kompensasi PHK kepada Penggugat/Pekerja sebesar USD 24.500, -
3.	Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
4.	Menghukum biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Penggugat /Pekerja sebesar Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) ;




1	Analisis putusan MA terkait perjanjian kerja waktu tertentu yang hanya menggunakan Bahasa asing antara perusahaan di Indonesia dengan pekerja asing.
Permasalahan TKA sebenarnya berawal dari aturan yang dibuat pemerintah yang sangat ketat  yang meliputi perizinan, tata cara, syarat, dan prosedur serta pengawasan terhadap TKA. Permasalahan yang dianalisis dalam penulisan ini ini adalah permasalahan yang berawal dari pembuatan perjanjian kerja. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka  dilakukan analisis terhadap putusan MA dengan Nomor perkara 595 K/PDT.SUS/2010. Dalam putusan MA tersebut terdapat poin penting perjanjian kerja dengan kategori PKWT yang dibuat secara tertulis oleh PT.AKT, akan tetapi tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Hal tersebut tidak sesuai dengan pengaturan padal Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf Latin.
Dalam putusan MA tersebut dijelaskan bahwa putusan perkara PHI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 24/PHI.G/2010/PHI.PN.JKT.PST. mengabulkan gugatan pihak pekerja asing bahwa perjanjian kerja yang berstatus PKWT dapat berubah menjadi PKWTT. Pertimbangan PHI PN Jakarta Pusat adalah menurut surat Anjuran Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI JakartaNo.16/ANJ/D/XI/2009, selama dilakukan pemeriksaan berkas atau bukti oleh Mediator, diperoleh fakta – fakta bahwa Offer of Employment, yang dibuat oleh PT.AKT tidak menggunakan Bahasa Indonesia dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja yang berstatus PKWT dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja berstatus PKWTT. Dengan demikian, maka PHI PN Jakarta Pusat hanya mempertimbangkan pernyataan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan.
Putusan pengadilan MA terkait permasalahan PKWT yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam putusan MA Nomor perkara 595 K/PDT.SUS/2010, memutuskan bahwa Judex Facti putusan PHI PN Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, TKA dapat dikerjakan hanya dalam hubungan kerja tertentu, dan mengenai hak kompensasi seperti uang pesangon dan lain–lain adalah akibat PHK terhadap pekerja yang berstatus PKWTT. Dengan demikian putusan PHI PN Jakarta Pusat dibatalkan oleh pengadilan MA.
Analisanya adalah, putusan hakim MA terkait permohonan kasasi yang dilakukan oleh PT.AKT sudah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia dengan memutuskan bahwa PKWT yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia antara PT.AKT dengan pekerja asing tidak bisa dinyatakan sebagai PKWTT. Pertimbangan hakim MA tersebut adalah berdasarkan Pasal 42 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan bahwa setelah dianalisis secara hukum, ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan suatu pilihan bahwa pekerja asing dapat diikat dengan selain PKWT, dengan kata lain dengan adanya kata “hanya” dalam ketentuan tersebut mengisyaratkan adanya suatu “larangan” hukum untuk mengikat pekerja asing dengan PKWTT. Pertimbangan lain dari hakim MA adalah berdasar Pasal 57 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa “PKWT yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ayat (1) dinyatakan sebagai PKWTT”, dimana jelas di tegaskan bahwa perubahan PKWT menjadi PKWTT hanya apabila PKWT tersebut telah dibuat tidak secara tertulis. Bahwa sekalipun di dalam Pasal 57 ayat (2) Ketenagakerjaan terdapat anak kalimat “…bertentangan dengan ayat (1)”, secara hukum tidak dapat ditafsirkan bahwa perubahan hubungan kerja tersebut melingkupi pula terhadap PKWT yang dibuat dalam Bahasa asing dimana pekerjanya yang terikat untuk melakukan pekerjaan itu berkewarganegaraan asing, mengingat penafsiran yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 43 UU Ketenagakerjaan yang mensyaratkan penggunaan TKA harus memiliki RPTKA dimana dalam RPTKA tersebut terdapat jangka waktu penggunaan TKA.
Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan jelas mengatur tentang hubungan kerja untuk waktu tertentu bagi TKI tidak termasuk TKA, sebab meskipun tanpa dibuatkan PKWT secara tertulis untuk TKA maka tidaklah mungkin itu menjadi alasan untuk mengubah status TKA tersebut dari hubungan kerja waktu tertentu menjadi tenaga kerja waktu tidak tertentu seperti yang berlaku bagi TKI. Dilihat dari rumusannya, rumusan hubungan kerja untuk waktu tertentu bagi TKA, berbeda atau tidak sama dengan rumusan hubungan kerja untuk waktu tertentu bagi TKI. Mengenai syarat serta hak dan kewajiban TKA dalam status hubungan kerja waktu tertentu tidak sama dangan syarat serta hak dan kewajiban TKI dalam status hubungan kerja waktu tertentu, apalagi disamakan syarat serta hak dan kewajiban TKI untuk status hubungan kerja waktu tidak tertentu. Dengan demikian, maka BAB VIII UU Ketenagakerjaan yang mengatur penggunaan TKA dalam ketentuan hubungan kerja waktu tertentu Pasal 42 ayat (4) haruslah dianggap berdiri sendiri, sebab apabila tidak, maka akan terbukti dalam syarat pelaksanaannya bertentangan dengan hal yang sama mengenai hubungan kerja waktu tertentu dalam BAB IX UU Ketenagakerjaan. Jadi ketentuan dalam Pasal 57 UU Ketenagakerjaan tidak dapat digunakan oleh pekerja asing dalam hal mengubah PKWT menjadi PKWTT, karena dalam Pasal 42 ayat (4) telah dijelaskan bahwa pekerja asing hanya dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam jabatan dan waktu tertentu saja, ketentuan ini juga dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan menteri tentang Tata Cara Penggunaan TKA yang menyatakan bahwa pemberi kerja hanya dapat mempekerjakan TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
Sama halnya Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, Pasal 15 ayat (1) KepMen PKWT juga menyatakan bahwa PKWT yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia berubah menjadi PKWTT. Awalnya ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) Kepmen PKWT menimbulkan permasalahan norma yang tidak jelas atau norma yang kabur (vage vormen), karena isi dari ketentuan tersebut tidak menjelaskan untuk siapa saja ketentuan tersebut dibuat. Melihat Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, ternyata Pasal 15 ayat (1) Kepmen PKWT bukan lagi merupakan suatu norma yang kabur, melainkan suatu permasalahan akibat adanya norma yang bertentangan atau konflik hukum.
Konflik norma yang terjadi dapat diselesaikan dengan Asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), dan teori stufen (stufentheorie) karya dari Hans Kelsen membahas mengenai jenjang norma hukum yang digunakan apabila terjadi pertentangan. Teori Stufen semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya asas dan teori tersebut, maka ketentuan Pasal 15 ayat (1) KepMen PKWT tidak bisa digunakan dalam hal mengubah PKWT menjadi PKWTT terkait pekerja asing, karena di dalam UU Ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa pekerja asing hanya bisa dipekerjakan di Indonesia dalam waktu tertentu.
Sebagai tambahan, dalam permasalahan ini, hakim pengadilan MA seharusnya juga memperhatikan dasar hukum yang lain seperti yang terdapat pada Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu KeBangsaan yang menyatakan bahwa:
a)	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia; dan 
b)	Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam Bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau Bahasa Inggris. 
Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia di dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Apabila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing wajib ditulis juga dalam Bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris. Kata “wajib” digunakan dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, sehingga dapat ditafsirkan bahwa tidak dapat dilakukan pemilihan Bahasa atau diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia dalam membuat perjanjian. Pada putusan MA ini pihak yang terlibat adalah PT.AKT yang merupakan lembaga swasta Indonesia dan pihak lainnya adalah Kurt Eugene Krieger yaitu warga Negara asing, jadi dalam hal ini perjanjian tersebut diwajibkan harus menggunakan Bahasa Indonesia dan karena melibatkan pihak asing, maka ditulis juga dalam Bahasa pihak asing tersebut yang merupakan suatu keharusan dan sepatutnya ditaati oleh para pihak yang akan membuat kontrak. Pada faktanya, perjanjian kerja yang melibatkan PT.AKT dan pekerja asing tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia.
Dalam hal ini, ternyata UU Nomor 24 Tahun 2009 sama sekali tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggarannya, meskipun demikian jika ada pihak Indonesia seperti PT.AKT membuat perjanjian kerja dengan jenis PKWT yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dengan pekerja asing, maka perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran. Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata, salah satu elemen perjanjian adalah Undang-Undang, maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perjanjian, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang disebutkan di atas wajib menggunakan Bahasa Indonesia. Pada kasus putusan MA ini memang perjanjian kerja yang dibuat seharusnya menggunakan Bahasa Indonesia atau menggunakan dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa pekerja asing, karena pada Pasal 57 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dijelaskan apabila terdapat salah penafsiran terhadap perjanjian kerja yang menggunakan Bahasa asing, maka yang berlaku adalah perjanjian kerja yang menggunakan Bahasa Indonesia. Hal lain yang berkaitan dengan kasus putusan MA ini apabila dikaitkan juga dengan elemen perjanjian yang dijelaskan pada Pasal 1339 KUHPerdata yaitu Undang-Undang, maka PKWT pekerja asing yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia tidak bisa berubah menjadi PKWTT, karena terdapat peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, pekerja asing hanya dapat dipekerjakan hanya dalam waktu tertentu.
Pelanggaran yang dilakukan PT.AKT yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dalam membuat perjanjian tersebut bukanlah merupakan pelanggaran atas syarat sah obyektif perjanjian berdasarkan Pasal 52 ayat 1 huruf c dan d  UU Ketenagakerjaan yang apabila Pasal 52 ayat 1 huruf c dan d UU Ketenagakerjaan tersebut dilanggar, maka mengakibatkan kontrak menjadi batal demi hukum berdasarkan Pasal 1335 B.W. Sepanjang itikad dibuatnya kontrak adalah beritikad baik, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak didasarkan pada motif yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka kontrak yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah tetap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. 
Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam putusan MA ini, maka baik PT.AKT maupun pihak pekerja asing telah melakukan itikad tidak baik dibalik dari perjanjian kerja yang telah dibuat. PT.AKT dinilai beritikad tidak baik, karena sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, PT.AKT telah mengakhiri hubungan kerja dan setelah mengakhiri hubungan kerja dengan pihak pekerja asing, PT.AKT juga tidak melakukan pembayaran sisa upah dari pekerjanya. Pihak pekerja asing juga dinilai beritikad tidak baik, karena ingin mengubah status perjanjian kerja yang semula PKWT menjadi PKWTT. Hal itu dilakukan oleh pekerja asing, karena, jika jenis perjanjian kerja PKWTT akan memperoleh hak-hak yang lebih besar daripada PKWTT. Dengan berdasar itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak pekerja asing dalam hal untuk memperoleh hak-hak yang lebih besar setelah dilakukan pemecatan, maka perjanjian kerja yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia tersebut tetap tidak dapat menjadikan pekerja asing menjadi pekerja dengan status PKWTT (pekerja tetap).
Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya permasalahan pekerja asing khususnya dalam hal PKWT yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia seperti permasalahan yang dialami Kurt Eugene Krieger dan PT.AKT telah diatur oleh beberapa peraturan seperti pada bab VIII tentang penggunaan TKA UU Ketenagakerjaan dan peraturan menteri lainnya. Aturan-aturan yang dibuat tersebut telah sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu pada Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak bagi setiap WNI atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melihat pada materi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, jika ketentuan tersebut tidak diberlakukan secara benar, maka akan banyak orang asing berkesempatan menduduki posisi-posisi penting di negara Republik Indonesia dan  pendayagunaan tenaga kerja warga Negara Indonesia tidak dilaksanakan secara optimal atau dengan kata lain salah satu hak WNI tidak diberikan. Seperti dalam kasus putusan MA ini, jika hakim memutuskan untuk memberikan uang pesangon kepada Kurt Eugene Krieger, dengan kata lain pekerja asing dapat dipekerjakan dengan PKWTT, berarti memberi peluang kepada pekerja asing lainnya untuk dapat bekerja di Indonesia dengan atau dalam hubungan kerja waktu tidak tertentu, hal demikian bertentangan dengan Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan tidak mendukung tujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mendidik serta melindungi bagi Tenaga kerja WNI sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (2).

2.	Analisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja asing dalam hal perusahaan membuat perjanjian kerja waktu tertentu yang hanya menggunakan Bahasa asing 
Berdasarkan dengan permasalahan sesuai putusan MA dengan Nomor perkara 595 K/PDT.SUS/2010 yang telah dijadikan bahan analisis, langkah yang patut dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi masalah dengan cara mengkategorikan jenis perselisihan yang terjadi. Perselisihan yang terjadi antara pekerja asing dengan PT.AKT termasuk kategori perselisihan PHK karena PT.AKT melakukan PHK sebelum habisnya masa kontrak, tanpa disertai surat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tanpa kompensasi yang bertentangan dengan pengaturan UU  Ketenagakerjaan.
Analisa permasalahan ini dilakukan terhadap putusan MA dengan Nomor perkara 595 K/PDT.SUS/2010 sebelum putusan tersebut   diputus oleh hakim MA, maka ada tahapan penyelesaian perselisihan para pihak ini hingga sampai pada tahap kasasi di MA. Tahapan tersebut meliputi penyelesaian secara non litigasi yaitu dengan perundingan bipartit dan tripartit, serta secara litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial.  
Pekerja asing dapat melakukan upaya hukum pertama setelah mengetahui bahwa jenis perselisihannya adalah perselisihan PHK dengan cara melakukan perundingan bipartit. Langkah pertama kali tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU PPHI, yang berbunyi sebagai berikut: “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiaannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”. Langkah pertama ini haruslah menjadi pegangan bagi para pihak dalam menghadapi dan menyelesaikan perselisihan yang sehingga setiap terjadi perselisihan tidak harus sampai kepada instansi yang ber​tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ataupun ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam  hal  para  pihak  mencapai  kesepakatan,  maka  dibuat  Perjanjian  Bersama  yang ditandatangani  oleh  para  perunding  dan  didaftarkan  pada  Pengadilan  Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama. Dalam hal perundingan bipartit mengalami kegagalan,  maka  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak mencatatkan  perselisihannya kepada instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan  kabupaten/kota  tempat  pekerja/buruh  bekerja  dengan  melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan
Pekerja asing yang telah melakukan upaya perundingan bipartit, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan, maka pekerja asing tersebut dapat menempuh upaya hukum yang selanjutnya dengan melampirkan risalah perundingan bipartit yang dicatatkan pada instansi dinas di bidang Ketenagakerjaan. Pihak yang tidak sepakat tersebut berhak mendapatkan penawaran menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi. Batas waktu penawaran tersebut diberikan batasan waktu untuk menjawab penawaran penyelesaian melalui konsiliasi selama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator. Sidang mediasi yang mencapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama yang ditandatangai oleh para pihak dan disaksikan oleh me​diator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial untuk men​dapatkan akta bukti pendaftaran.
Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi, ma​ka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Hal yang perlu diingat bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan ditempuh sebagai alternatif terakhir, dan secara hukum ini bukan merupakan kewajiban bagi para pihak yang berselisih, tetapi merupakan hak.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada MA dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari kerja, artinya bahwa bagi para pihak yang tidak sepakat dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial, maka dapat melakukan pengajuan kasasi ke MA. Dalam putusan kasasi pada pengadilan tingkat MA, salah satu pihak tidak menerima hasil putusan tersebut, maka pihak yang dalam hal ini adalah pekerja asing dimungkinkan dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan alasan-alasan sesuai dengan Pasal 67 UU MA..
Berdasarkan perkara putusan MA ini pihak pekerja asing yang telah dirugikan oleh PT.AKT, pada tanggal 31 Agustus 2009 telah mengirim surat kepada PT AKT, yang pada intinya meminta penyelesaian pembayaran hak kompensasi pekerja secara musyawarah. Surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari PT AKT sehingga pihak pekerja berkesimpulan bahwa PT AKT telah menolak penyelesaian dengan cara musyawarah. Artinya Perundingan secara bipartit ini tidak mencapai kata mufakat, sehingga dapat dilakukan ke tahapan berikutnya. Pada tahapan selanjutnya, Eugene Krieger memilih langkah mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan tahap mediasi, PT.AKT juga tidak menanggapi surat anjuran mediasi dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam permasalahan ini pihak pekerja asing mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (secara litigasi) dengan melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi yang tidak mencapai kesepakatan.




Berdasarkan hasil penelitian dan pemBahasan analisa terhadap putusan MA Nomor 595 K/PDT.SUS/2010, maka simpulan dalam penelitian ini adalah :
1.	Konsep hubungan kerja PKWT bagi TKA, tidak boleh dianggap sama dengan konsep hubungan kerja PKWT bagi TKI. Pada Pasal 57 UU Ketenagakerjaan jelas mengatur tentang perubahan hubungan kerja untuk waktu tertentu bagi TKI tidak termasuk TKA, sebab meskipun tanpa dibuatkan PKWT tidak dalam Bahasa Indonesia untuk TKA maka tidaklah mungkin itu menjadi alasan untuk mengubah status TKA tersebut dari hubungan kerja untuk PKWT menjadi tenaga kerja untuk PKWTT, karena terkait TKA sudah diatur pada bab tersendiri dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu pada BAB VIII. Dengan demikian, maka BAB VIII UU Ketenagakerjaan yang mengatur penggunaan TKA dalam ketentuan hubungan kerja waktu tertentu, Pasal 42 ayat (4) haruslah dianggap berdiri sendiri sebab apabila tidak, maka akan terbukti dalam pelaksanaannya bertentangan dengan hal yang sama mengenai hubungan kerja waktu tertentu dalam BAB IX UU Ketenagakerjaan. Putusan MA tersebut sudah tepat karena PKWT untuk pekerja asing tidak bisa diubah menjadi PKWTT, akan tetapi seharusnya hakim MA tidak hanya menggunakan dasar Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan saja, tetapi harus mempertimbangkan dengan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009,  syarat sah perjanjian, peraturan menteri tentang tata cara penggunaan TKA serta UUD 1945. 
2.	Perselisihan dalam kasus ini termasuk perselisihan PHK. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja asing dengan status PKWT dalam perselisihan PHK ini adalah secara non litigasi dan litigasi. Penyelesaian secara non litigasi meliputi perundingan bipartit sebagai usaha untuk mencapai mufakat, apabila belum mencapai kata mufakat, maka para pihak dapat melakukan perundingan tripartit dengan langkah konsiliasi atau mediasi. Bagi pihak yang tidak sepakat dengan hasil perundingan tripartit, maka dapat mengajukan gugatan ke PHI (litigasi). Pihak yang tidak menerima putusan hakim PHI, dapat mengajukan banding melalui kasasi di MA. Bagi para pihak yang masih belum menerima hasil putusan MA, pihak tersebut dimungkinkan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali yang akan diajukan harus sesuai alasan-alasan yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Saran
Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, maka saran penulis sebagai berikut: 
1.	Perlu dikeluarkan aturan perundang-undangan tersendiri terkait dengan Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (1) dan (2). Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan belum ditulis secara tersurat bahwa PKWT yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai PKWTT tersebut juga diperuntukkan terhadap pekerja asing. Mengingat pada Pasal 42 ayat (4) bahwa pekerja asing tidak boleh menjadi pekerja dengan kategori PKWTT. Penambahan aturan yang jelas mengenai Pasal tersebut juga harus memberikan sanksi yang tegas apabila pihak perusahaan membuat perjanjian kerja tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang diperuntukkan pekerja asing. Untuk mengakhiri dan mencegah terjadinya konflik norma terkait Pasal 15 ayat (1) Kepmen PKWT, maka perlu dilakukan pengujian Kepmen melalui judicial review ke MA. Tujuan lain dilakukan judicial review adalah agar bentuk norma Kepmen dapat disesuaikan dengan ketentuan yang diatur UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
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